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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KfXDAL
NOMOR : 5 TAHUN 1996 SERI : B NO. 2

" PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I KENDAL

‘NOMOR 6 TAHUN 1995
. . TENTANG

1ZIN MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang

a.

bahwa calam rangka deregulasi di bidang Perizinan
dan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat
dipandang perlu untuk menyederhanakan prosedur
perizinan mendirikan dan merobohkan banigunan di
Kabupaten Daerah Tingkat I Kendal ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 4i atas
serta dengan telah diterbitkannya Instruksi Menteri
Dalam Negert Nomor 32 Tehun 1994 tentiang
Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
dan Izin Undang-undang Gangguan begi Perusa-
haan Induvstri, maka Peraturan Daerah Kebupaien
Daerah Tingkat IT Kendal Nomor 7 Tahun 1988
tentang Ijin Mendirikan Bangunan dipandang su-



IS Peraiuran Daerah Kabupaten Daerah Tinekat 11
endal Nomor S Tahun 1994 tentane Penang-
culangan Bahava Kebakaran dalam Wilavah Kabu-
paten Daerah Tingkat 11 Kendal .

T

Dengan perseiujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Dae

Tingkat 1T Kendal

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT I KENDAL TENTANG IZIN
MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2. Dzerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il

Kendal ;

b.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat 1I Kendal ;

c. Bupat Kepala Daerah adalah Bupati Kepala

Dacrah Tingkat II Kendal ;

Wiy

Dinas Pekerjaan Umumj-’ang se}anjxjtnya disingkat
DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Kendal ;

Bancunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia
y'angv dipergunakan untuk suztu tujuan tertentu
;}ang tersusun, terletak pada iznah atau bertumpu
;f)ada batu-batu landasan_;

Kapling adalah suatu perpetakan tanah yang menu-
rut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat diper-
gunakan untuk mendirikan suatu bangunan ;

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengada-
kan bancunan seluruhnya ateu sebagian termasuk
pekerjaa; menggall, memmburn, atau merata_kan
tanah yang berhubungan dengan pekenaan
mengadakan bangunan itu ;

Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti
dan atau menambah bangunan yang ada termasuk
pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan
pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan ter-
sebut ; ‘

Merobohkan bangunan adaiahi meniadakan se-
bagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dan
segi fungsi bangunan dan atau Konstruks ;

Garis sempadan adalah garis batas luar pe-
neamanan yang ditarik pada jarek tertentu sejajar

)

nggan as jalan, tepi kepala jembatan, tepi sungai,
tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau. tepi v;a_xduk,
tepi mata air, lepi sungai khusus. tepi pantai dﬁﬂ
rel kereta api vang merupakan batas antara bagan
kapling pe<arangan / lahan vang boleh dan udak
boleh didirkan bangunan |
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Koefisien Dasar Bangunan (KDB). adalah bilangan

pokek atas perbandingan antara luas lantar dasar
bangunan dengan luas kapling / pekarangan :

Koefisien Lantal Bangunan (KLB), adalah bilangan
pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai
bzngunan dengan luas kapling / pekarangan |

Tinggl bangunan adalah jarak yang diukur dan
permukazn tanah sampai dengan titik teratas dan
bangunan tersebut ;

Bangunan Permanen adalah bangunan yang di-
tinjau dan segi konstruksi dapat mencapai usia
mulai lebth dan 15 tahun ;

Bzngunan Semi Permanen adalah bangunan yang
dizinjau dan segi konstruksi dapat mencapai usia 5
sempal dengan 15 tahun ;

Bangunan temporer adalah bangunan yang ditinjau
deri segi konstruksi dapat mencapai usia kurang
dan S tahun ;

Izn  Mendinkan Bangunan yang selanjutnya
disingkat IMB adalah izin mendinkan, mengubah
dzan menambah Bangunan ;

Izin Merobohkan Bangunan adalah Izin untuk
meniadakan bangunan, sebagian atau seluruh
bagian bangunan ditinjau dan segi fungsi bangunan
atzu konstruksi ;

ermohonan Izin Mendirkan Bangunan yang se-
lenjutnya disingkat PIMB adalah Permohonan Izin

unitk mendinkan; mengubah dan / atau menambah
Bzngunan ;

=

=9 e

an lzin Merobohkan Bangunan yang se-
lanjutnya disingkat PMB adalah Permohonan Izm_
untuk meniadakan, menambah bangunan sesudl

dengan fungsinya ;

Permohon

selanjutnya

- 'ang
Penggunaan Bangunan yang
1z = enggunakan

disingkat IPB adalah Izin untuk m
Bangunan |

Permohonan Izin Penggunaa
lanjutnya disingkat PIPB adalah
untuk menggunakan Bangunan ;

n Bangunan yang se-
Permohonan lzin

BAB I

KETENTUAN MENDIRIKAN DAN KLASIFIKASI

BANGUNAN

Pasal 2

(1) Orang, Badan / lembaga sebglum membangur;,.
merubah dan / atau menamb.ah banggr.l‘?:n di
wilayah Daerah harus terlebih dahulu memiliki ézm.
Sementara untuk melaksanakan Pembangunan darl

Kepala DPU.
/ lembaga sebelum menggunakan

5 Badan s '
(2) Orang, lebih dahulu memiliki [PB dan

bangunan harus ter
Kepala DPU.

Pasal 3
endinkan, meng-

3 1-
encanaan pekerjaan untuxk o '
o : an harus dilaku-

ubah dan / atau menambah bangun
kan oleh perencana bangunan.



(2) Pelaksanaan pekerjaan untuk mendinkan, meng-
ubah dan / atau menambah bangunan harus dilaku-
kan oleh pelaksana bangunan.

(3) Ketentuan avat (1) dan (2) Pasal im diatur lebih
lanjut pada Pasal 56, 57, 60 ayat (6), 63, 65, 68
Peraturan Daerah inu.

Pasal 4

(1) Menurut penggunaannya, bangunan di Daerah. lh
12 diklasifikasikan sebagai benkut :

a

b.

1.

J.

Bangunan Umum ;

Bangunan Perniagaan ;

Bangunan Pendidikan ;

Bangunan Industn ;

Bangunan Kelembagaan / perkantoran
Bangunan Rumah Tinggzﬂ ;

Banguﬁan Campuran -

Bangunan Khusus ;

Bangunan Sesial ;

Bangunan lain-lain ;

(2) Menurut sifat konstruksi dan umurnya bangunan di
Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a.
b.

C.

Permanen ;
Semi Permanen ;

Temporer.

(3) Menurut wilayahnya, bangunan di Daerah dapat
diklasifikasikan sebagai berkut :

d.

€.

4) Penentuan Klasifikasi kota sebag
ayat (3) Pasal ini ditetapken ¢

Banounan di Kota Rangking I

' Bangunan di Kota Rangking I1:

Bangunan di Kota Rangking 11T ;
RBangunan di Kawasan Khusus / terieniu |
Bancunan di Pedesaan.

zimana dimeksud
encan Keputusan

Bupati Kepala Daerah.

(5) Menurut statusnya, bangunan

i Daerzh diklasifi-

€Y.

kasikan sebagai berikut :

a.

b.

(6) Menurut lokasinya, bangunan

Bancunan Pemerintah ;

Bangunan Swasta.
di Daerah diklasifi-

kasikan sebagai berikut

a.

b.

ua

di tepi jalan arteri primer ;
di tepi jalan arteri sekunder ;

i tepi jalan kolektor pnmer,

o.

di tepi jalan kolektor sekunder ;

di tepi jalan antar lingkungan V(lokal) primer ;
di tepi jalan antar lingkungan lokal) se-
kunder ;

di tepi jalan lingkungan |

di tepi jalan desa ;

di tepi jalan setapak.
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(7) Menurut Tingkat bangunan, bangunan di Daerah
diklasifikasikan sebagai berikut -
2. Bangunan satu lantai
b.  Bangunan dua lantai :
¢.  Bangunan tiga lantai ke atas
(8) Menurut luasnya, bangunan di Daerah diklasit.
kasikan sebagai berikut -
2. Bangunan dengan luas sampai dengan 100 m*;

b. Bangunan dengan luas lebih dari 100 m? sam-
pai dengan 250 m?;

c.  Bangunan dengan luas lebih dari 250 m? sam-
pai dengan 500 m”*;

d. Bangunan dengan luas lebih dari 500 m® sam-
pai dengan 1.000 m?:

>

e. Bangunan dengan luas Jebih dari 1.000 m?>.

BAB 11
PERSYARATAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Persyaratan Umum Arsitektur
Paragraf 1

Situasi

(1) Gembar situasi bangunan yang telah disetujui DPU
menjadi kelengkapan PIMB.

@)

(1)

(2)

Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat

penjelasan tentang :

a. Bentuk kapling / pekarangan / lahan yang se-
suai dengan peta Badan Pertanahan Nasional ;

b. Nama jalan menuju ke kapling / pekarangan /
lahan dan di sekeliling kapling ;

Peruntukan bangunan di sekeliling kapling ;

C.
d. Letak bangunan di dalam kapling ;
e. Gars sempadan ;
f  Arah mata angin;
g Tekénan angin rate-rata ;
h. Skala gambar.

Paragraf 2

Garis Sempadan

_ Pasal 6

Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar

"dengan as jalan / tepi sungai ditentukan berdasar-

kan lebar jalan / rencana jalan / lebar sungai, fungsi
jalan, dan peruntukan kapling / pekarangan.

Letak gans sempadan bangunan tersebut. ayat (1)
Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain a'c.iedah
setengah lebar daerah milik jalan (damija) dihitung
dari tepi jalan.

Untuk jalan dengan lebar kurang dari 5 meter, le-
tak garis sempadan pondasi bangunan terluar



ditetapkan sekurang-kurangnva 2.5 meter dihitung
dan tepi jalan / pagar.

(3) Letzk garis bangunan pada bagian samping vang
berbatasan dengan tetangga bilamana tidak diten-
tukan Jain adalah minimal 1.5 meter dan batas
Kepling / pekarangan lahan atay dapat ditentuke
alas dasar kesepakatan fetangea yang saling berba-
tasan.

(5) Garis bangunan pada bagian belakang yang berba-
tasan dengan tetangga ditentukan setelah memper-
hatikan ayat (2) dan (3) Pasal ini serta prosentase
luas bangunan terhadap luas kapling / pekarangan /
Jelan yang diizinkan.

Pasal 7

(1) Garis sempadan pPagar yang -berbatasan dengan
Jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar
daerah milik jalan.. -

(2) Pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan
tinggi maksimum 1,5 meter dari permukaan hala-
man / trotoar dengan bentuk (ransparan atau tem-
bus pandang.

(5) Garis pagar di_sudut persimpangan jalan ditenty-
Kan dengan serongan / lengkungan atas dasar
fungsi dan peranan jalan.

Pasal 8

Garis sempadan Jalan masuk ke kapling bilamana tidak
ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas terlyar
Lans pagar.

Pasal 9

(1) Teras / balkon tidak dibenarkan dibert dinding se-
bagal ruang tertutup.

(2) Balkon Bangunan tidak dibenarkan mengarah /
menghadap ke kapling tetangga, tanpa persetu-
juan tetangga.

(3) Gans konstruksi terluar balkon bangunan tidak
dibenarkan melewati batas pekarangan yang berba-
tasan dengan tetangga.

Pasal 10

(1) Gans konstruksi terluar suatu tritis yang mgngarah

ke tetangga, tidak dibenarkan melewati batas
pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.

(2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan ber-
himpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap
suatu tritis harus diberi talang dan pipa talang
sampai ke tanah.

(3) Dilarang menempatkan lobang angin / jendela yang
berbatasan langsung dengan bangunan tetangga.

Pasal 11

(1) Gans pondasi terluar bangunan temporer ditentu-
kan berdasarkan petunjuk DPU.

(2) Bangunan temporer tidak-dibenarkan berubah seta-
tus menjadi bangunan semi permanen dan perma-
nen tanpa IMB.



Paragraf 3
Tata Ruang Dalam
Pasal 12

Bentuk, Ukuran dan Perlengkapan ruang harus me-

menuhi  syarat-svarat  kesehatan dan  keselamatan
umum.

Paragraf 4

Tata Ruang Luar

Pasal 13

(1) Setiap kapling / pekarangan / lahap yang akan
didirikan bangunan harus - '

a. direncanakan keadaan permukaan tanahnya /

topografinya dan dapat dimintakan keterangan

pada DPU :

b.  mempunyai sisa lahan diluar bangunan mini-
mal sesuai dengan ketentuan Koefisien Dasar

Bangunan (KDB) yang berlaku.

(2) Setiap kapling / pekarangan / lahan bilamana akan
membangun memerlukan jembatan atau titian un-
tuk masuk ke dalamnya, harus dibuat berdasarkan
petunjuk DPU. '

(3) Bilamana kapling/pekarangan berada di ling-
kungan yang belum mempunyal rencana jaringan

jelan, pemohon harus menyediakan jalan menuju
xe kapling menurut petunjuk DPU.

(4) Pembuatan jalan masuk harus mendapat 1zin dan

Kepzla DPU.

Paragraf 5

Tata Bangunan

Pasal 14

(1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas
dasar kepentingan pelestarian lingkungan / resapan
air permukaan tanah dan pencegahar} bzhaya ke-
bakaran, kepentingan ekonomi, fungsi pemntgkan,
fungsi keselamatan bangunan untuk mencapal ke-
nya;nanan dan kentkmatan.

(2) Ketentuan KDB pada ayat (1) Pasal ini disesuajkar_l
dengan Rencana Tata Ruang Kotz atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

n

Q

Pasal 15

: . s ma
(1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalang
pandangan lalu lintas jalan.
(2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung ti-
. g gsung ' S ©
dak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan
gangguan keamanan, kgselamatan u‘mum_, kese.‘m~
bangan / pelestarian lingkungan dan kesehatan
lingkungan.
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(4) Setfap_ i?angunani diusahakan mempertimbangkan
stgl-segl  pengembangan Konsepsi arsitgktur
banguna@ tredisional, hingea secara estetika dapat
mencermunkan perwujudan corak budava setem-
pat. /

Paragraf 6

i & .
Ketinggian Bangunan

Pasal 16

(1) Tinggi bangunan ditentukan sesuaj dengan Ren-
cana Tata Ruang. )

(2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat
t'gra ruangnya ketinggian maksimum bangunan
c:}tetapkan oleh Kepala DPU dencan me;lper‘
timbangkan lebar jalan, )

(3) }L<muk. bangunan tinggi dan bertingkat berlaku
oe'ﬁsxen Lantai Bangunan (KLB) di masine-
masing lokasi. )

(4) Ketinggian bz '
viligsian bangunan deret maksimum 4 lantai
sedangkan lebih dari 4 lanta; harus ada jarak
engan persil tetangoa.

.

Paragraf 7
Kebakaran

Pasal 17

(1) Setiap bangunan harus memiliki cara. sarana dan

alat / perlengkapan pencegahan / penanggulangan
bahaya kebakaran vang dapat memmbulkan an-
caman jiwa maupun harta yang bersumber dar lis-
trik, gas, api, dan sejenisnya sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap bangunan harus dilengkapi petunjuk secar

jelas tentang :

a. cara menyelamatkan din dan bahava ke-
bakaran ;

b. cara menghindan bahaya kebakaran ;

cara mengetahui sumber bahaya kebakaran ;

d. cara mencegah bahaya kebakaran.

Paragraf 8

Pencegahan Pencemaran

Pasal 18

Setiap bangunan yang dapat mengancam pencemaran
lingkungan harus memiliki cara untuk mengendalikan
sumber pencemaran agar tidak merusak keseimbangan
lingkungan sekitarnya sesuai peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
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Paragraf 9

Perlengkapan Bangunan

Pasal 19

(1) Setiap bangunan hendaknva dilengkapi den
penerangan luar bangunan secukupnya.

(2) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dileng-
kapi dengan tiang bendera dengan bentuk, ukuran
dan tempat menurut petunjuk / ketentuan yang
berlaku.

(3) Setiap bangunan dapat dilengkapi sarara penga-
manan antera lain teralis, pagar, pintu pagar, gardu
idva / menara jaga.

(%) Setiap bangunan atau komplek bangunan dileng-
xapt dengan nomor IMB dan IPB.

(3) Pemberian nomor, ukuran dan penempatannva
¢iatur dengan Keputusan Kepala DPU.

- Bagian Kedua
Persvaratan Khusus Arsitektur
Paragraf 1

Bangunan Umum

Pasal 20
Y ang termasuk bangunan umum adalah -

Iyosy
vai

wy

cunan kesenian. olah rava dan vane sejenis
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b. bangunan rekreasi;

c. bangunan perpindahan jasa transportasi / angkuian
umum (terminal).

Pasal 21

(1) Setiap bangunan umum harus memiliki pintu ba-
haya yang lebar sedemikian rupa, sehingga mampu
untuk pengosongan ruang atau bangunan dalam
keadaan penuh, tidak lebih dari 5 menit. :

=

(2) Setiap bangunan umum harus mempunyal jara
bangunan dengan bangunan di sekitarnya
ekurang-kurangnya 6 meter, dan dengan batas
kapling sekurang-kurangnya 3 meier.

(3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan
lain, ditentukan KDB maksimum 60 %.

Paragraf 2

Banguan Perniagaan / Jasa

Pasal 22
Yang termasuk bangunan perniagaan / jasz ada
a. bangunan tempat penjualan jasa ;

b. bangunan tempat transeksi jual / beli secara lang-

153
g



(1)

Yan

1én

)

¢l

(1),

Pasal 23

Setiap bangunan perniagaan dapat dibuat berderet
dan bersambung, dengan ketentuan harus mem-
perhatikan pencegahan menjalarnva kebakaran dan
dan ke bangunan lain .

Setiap bangunan perniagazn bila tidak ditentuka;
lain, dapat dibangun dengan KDB maksimum
80 %.

Setiap bangunan perniagaan harus memiliki pintu
bakaya dengan lebar sedemikian rupa sehingga
mampu mengosongkan ruang atau bangunan tidak
lebih dari 7 menit.

Paragraf 3

Bangunan Pendidikan

Pasgl 24

g termasuk bangunan pendidikan ini adalah bangu-
yarg digunakan untuk :

Kegiatan pendidikan formal, non formal, agama,
kejuruan, dan ketrampilan ;

Pengelolaan sumber informasi atau data yang
berkaitan dengan kegiatan pendidikan ;

Kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan,
yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.

Pasal 25

Setizgp bangunan pendidikan harus mempunyai
jarak  bangunan dengan bangunan sekitarnya

()

sekurang-kurangnya 6 meter, dan dengan batas
kapling / pekarangan lahan sekurang-kurangnya 3
meter.

Setizp bangunan pendidikan bila tidak ditentukan
lain dapat dibangun dengan KDB maksimum
50 %.

Setiap bangunan pendidikan barus memperhi-
tungkan lebar pintu keluar sedemikian rupa se-
hingga. mampu untuk mengosongkan ruang atau
bangunan tidak lebih dan 5 menit dan khusus un-
tuk laboratorium tidak lebih dari 3 menit.

Paragraf 4

Bangunan Industri

Pasal 26

Yang termasuk bangunan industri adalah bangunan
yang dipergunakan untuk kegiatan :

a.

(1)

Mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi

menjadi bahan jadi dalam jumiah yang banyak atau

terbatas ;

Menyimpan barang dalam jumlah banyak atau ter-

batas ;

Pembangkit, penyalur atau pembagi tenaga listrik ;

Budi daya, perikanan, peternzkan dan pertanian.
Pasal 27

Setiap bangunan atau komnleks bangunan industn
harus mempunyai jarak bangunan dengan ba-
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ngunan lain di sekitarnya menurut kelentuan yang
berlaku atau minimal 8 meter dan dengan batas
kapling / pekarangan / lahan / sekurang-kurangnya
5 meter.

(2) Setiap bangunan industn apabila tidak ada keten-
tuan lain dapat dibangun dengan KDB tidak mele-
bih1 60 %.

(3) Bangunan industri harus memiliki jumlah dan lebar
pintu- keluar sedemikian rupa sehingga mampu
mengosongkan bangunan tidak secepatnya lebih
dari 5 menit.

(4) Setizp bangunan industn harus dilengkapi sarana
untuk memberi petunjuk tentang besarnya tingkat
bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung
maupun tidak langsung.

(5) :Di setiap bangunan industri yang dibangun di atas
kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ru-
ang wajib merencanakan dan melaksanakan prasa-
rana lingkungan sesuai petunjuk DPU.

Paragraf 5

Bangunan Kelembagaan

Pasal 28

Yang termasuk bangunan kelembagaan adalah semua
bangunan-bangunan yang digunakan untuk kegiatan
vang berhubungan dengan :

a. urusan perkantoran ;

b. bidang kesehatan atau perawatan

c. telekomunikasi.
" Pasal 29

(1) Setiap bangunan kelembagaan harus mem_punyai
jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya
sekurang-kurangnya 8 meter dan dengan batas
kapling sekurang-kurangnya 3 meter.

(2) Setiap bangunan kelembagaan dapat dibangun
dengan KDB tidak melebihi 60 % atau didasarkan
pada rencana Tata Ruang yang berlaku.

Paragraf 6

Bangunan Rumah Tinggal

Pasal 30

. ~ 1"1 El -
Yane termasuk bangunan rumah tinggal adaiah semua
bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal vang
berupa :

a. rumah tinggal ;

b, rumah kopel ;

¢. rumah susun ;
d. rumah bedeng;

kompleks perumahan.

w

Pasal 31

en

Setiap bangunan tempat tinggal dapat dibangun deng
KDB tidak melebihi 60 % atau didasarkan pada Ren-
cana Tata Ruang Kota yang berlakn



[
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Pasal 32

Bangunan tempat tinggal vang pelzksanaannya vang

dikelola oleh suatu badan dan jumlah cukup banyak,
harus menyediakan fasilitas lingkungan secara layak se-
sual Gengan peraiuran perundang-undangan yang ber-
laku.

Pasal 33

(1) Bangunan tempat tinggal vang berada di atas ka-
weszan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang
wzjib merencanakan dan melaksanakan prasarana
lingkungen sesuai peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

S5

Bangunan umum ditambah dengan’ bangunan
yangdigunakan untuk :

- perdagangan dan jasa, dan / atau

- Kelembagaan.

Bengunan industr ditambah dengan bangunan
yang digunakan untuk :

- perdagangan dan jasa dan atau

- kelembagaan.

Bangunan kelembagaan ditambah dengan bangun-
an yang digunakan untuk perdagangan dan / atau

jasa.

(2) Kewgejiban perencanaan sepenuhnya ditanggung ’ e. Bangunan pendidikan ditambah dengan bangunan
oleh pihak pemohon izin. : yang digunakan untuk bangunan umum, pei-
| niagazn dan / atau kelembagaan.
Pasal 35

Paragraf 7

Semua bangunan campuran diatur menurut status
induknya ditambah status tambahannya yang ke-
mudian menyesuaikan dengan status induknya dan

Bangunan-Campuran (1)

Pasal 34 : bukan sebaliknya.
Yang termasuk bangunan campuran adalah bangunan . (2) Bangunan tambahan yang dimaksud ayat (1) pasal
dengan status induk : ini, luasnya tidak boleh lebih besar dari bangunan
a. Bangunan rumah tinggal ditambah dengan ba- . induknya .
ngunan yang digunakan untuk : (3) Status tambahan tidak dibenarkan diubah tanpa
izin dan DPU.

- perdagangan dan jasa.

- industn (kecil, kerajinan), dan/ atau
Paragraf 8
- Kelembagaan. )
Bangunan Khusus
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Pasal 36

Yang termasuk bangunan khusus adalah sebagai
benkut :

a. semua bangunan milik Departemen Pertahanan dan
Keamanan yang diatur secara tersendiri :

b. semuz milik badan otorita yang diatur secara
ersendin ;

€. semua bangunan milik Pemerintah Pusat yang
bersifat rahasia dan diatur secara tersendiri.

» Paragraf 9

Bangunan Sosial

Pasal 37

Yang termasuk bangunan sosial adalah semua bangun-
an yang digunakan untuk kegiatan :

a. Penbadatan dan keagamaan.

b. Pe{mnpungan, pembinaan dan perawatan orang
lanjut usia, cacat mental / fisik.

¢. Rehabilitasi sosial kemasyarakatan.
Pasal 38

Bangunan sosial dapat dibangun dengan KDB figak
lebih dari 60 % atau didasarkan pada Rencana Tata
Ruang Kota.

(1)

2)

.

ro

~J
1

Paragraf 10

Bangunan lain-lain

Pasal 39

Semuz bangunan lain-lain yang merupakan ba-

ngunan penunjang utama dapat diletakkan di

antara ganis sempadan pagar dan garis sempadan
bangunan, dengan ketentuan cucuran atap / bagian
atas atap bangunan tidak melebihi batas kapling
dan ketinggian bangunan memenuhi ketentuan
yang berlaku serta tidak mengganggu lingkungan

sekitarnya.

Semua bangunan lain-lain yang diletakkan di luar
pagar (ruang jalan) harus memenuhi ketentuan
yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan
umum serta keselamatan umum.

Bagian Ketiga
Persyaratan Konstruksi
Paragraf 1

Bangunan Satu Lantai

Pasal 40

Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri
langsung diatas pondasi bangunan, tidak terdapat
pemanfaatan lain selain pada dasarnya.



Pasal 41

Bangunan satu lantal temporer- tidak diperke-
nankar.l berada di pinggir jalan utama / arten kota
kecuali dengan izin Kepala DPLU.

Pasal 42 .

(1) Bangunan satu lantai semu permanen tidak

dlper_kenan}(an dibangun di pinggir jalan utama /
arten kota. i

(2) Bangur}an satu lantal semi permanen dapat diubah
menjadl permanen setelah diperiksa oleh DPU dan
dinvatakan memenuhi syarat.

Paragraf 2

Bangunan Bertingkat

Pasal 43
Yang termasuk bangunan bertingkat adalah :

a. lBang.unan bertingkat permanen dengan lebih dan 2
antal ;

b Bar'igun_an bertingkat semi permanen dengan
ketinggian dua lantai.

Pasal 44

Bangunar_l bertingkat semi permaren tidak diperke-
nankan dibangun di tepi jalan arteri.

Pasal 45

Semua bangunan bertingkat semu permanen. tidak da-
pat diubah menjadi bangunan permane, kecuali telah
dibongkar dan dibangun dengan konstruksi baru.

Bagian Keempat

Persyaratan Ketahanan Koastruksi

Pasal 46

(1) Peraturan/ standar teknik yang harus dipakai ialah

)

peraturan / standar teknik yang berlaku di Indone-
sia yang antara lain meliputi Peraturan Beton,
Peraturan Baja, Peraturan Konstruksi Kayu dan
standar teknik lain yang berlaku di negara lan
tetapi terandalkan dipakai di Indonesia. '
Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya
harus diperhitungkan terhadap beban muatan, be-
rat konstruksi, dava dukung tanah, tekanan angin,
getaran dan gaya gempa bumi sesual dengan
Peraturan yang berlaku.

Tiap bangunan dan bagian konstrukst  yang
dinyatakan mempunyai tingkat bahaya api atau
angin cukup besar harus direncanakan dengan
konstruksi yang sesual dengan ketentuan teknis
yang berlaku.

Bagian Kelima

Persyaratan Utilitasi



Paragraf 1

Jaringan Air Bersih

Pasal 47

(1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air
minum harus memenuhi standar dan ketentuan
teknis yang berlaku.

(2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air mi-
num harus disesuaikan dan aman terhadap sistem
lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-
bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi
lain sehingga tidak saling membahayakan, meng-
ganggu dan merugikan serta memudahkan penga-
maian dan pemeliharaannya. ’

Pasal 48

Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber
yang dibenarkan secara resmi oleh yang ber-
wenang.

Paragraf 2

Jaringan Air Kotor

Pasal 49 -

(1) Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran

pembuangan air hujan yang dapat dihubungkan
(dengan saluran kota atau dibuat sumur resapan.

(2) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar

mandi, WC, dan tempat cuci, pembuangannya

(5)

(1)

| pipa-pipa tertutup dan sesual denge
harus melalul pipa-pip D
ketentuan teknik yang berlaku.
Pembuanean air kotor dimaksud ayat (1) Pasal u
dapat dialirkan ke szluran umum kota.
Bilamana ayat (2) Pasal ini tidak memungkinka:
maka pembuangan air kotor harus dilakuka
melalui proses pengolahan atau sumur resapan.
Letak sumur-sumur peresapan berjarak mirumal 1
meter dar sumber air minum / bersih, terdekat da
atau tidak berada dibagian atas keruringan tana.
terhadap letak sumber aif minum / bersih. sepan
jang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan
diakibatkan oleh suzatu kondisi-tanah.

Pasal 50

Setiap bangunan harus menvediakan tempat samx
pah di dalam kapling secara tertutup dan ditempat
kan di lokasi vang sudah dijangkau oleh armad:
sampah.
Dalam hal lingkungan tersebut belum d‘ilayam ol?r
armada sampah, maka sampah-sampan harus di-
masukkan kubangan yang aman.

Paragraf 3

Jaringan telepon dan listrk

Pesal 51

1 i jaringan instalasi
Jaringan instalasi telepon maupun jarngan int
listrik menuikuti ketentuan dan nstanst yang terkait.
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] i pina-pipa terrutup dan sesual denge
Paragraf 1 : harus melalur pipa-pipa tertutup

: - ' ketentuan teknik yang berlaku.
Jaringan Air Bersih

(3) Pembuangan air kotor dimaksud ayat (1) Pasal i

- dapat dialirkan ke saluran umum kota.
o | (4) Bilamana ayat (2) Pasal ini tidak memungkinka:

3 I albng b
i maka pembuangan air XOtOr harus dilakuka
melalui proses pengolahan atau sumur resaparn.

(1) Jenis, muty, sifat bahan dan peralatan instalasi air
minum harus memenuhi standar dan ketentuan ;

— . (5) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 1.
meter dari sumber air minur / bersih, tf:rdekat da
atau tidak berada dibagian 2tas keminngan tana.
terhadap letak sumber aif rrjjnum / be‘:_rsm s’epan
jang tidak ada ketentuan lalr} yang diisyaratkan
diakibatkan oleh suztu kondisi-tanah.

(2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air mi-
num harus disesuaikan dan aman terhadap sistem
lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-
bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi
lain sehingga tidak saling membahayakan, meng-
ganggu dan merugikan serta memudahkan penga- Pasal 50
maian dan pemeliharaannya. : : . 5,

Pasal 48 ' : (1) Setiap bangunan harus menvediakan temgat Si;:
| pah di dalam kapling secara terutup dan citempa:

. . | | secars e ] adz
Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber kan di lokasi yang sudah dijangkau oleh arm

yang dibenarkan secara resmi oleh yang ber-

sampah.
wenang.

(2) Dalam hal lingkungan tersebut belum dilayani ol?r
armada sampah, maka sampah-sampan harus di-
e s ge ' masukkan kubangan yang aman.

Jaringan Air Kotor R

, Paragraf 3 ,
Pasal 49 : . | Jaringan telepon dan listrik
(1) Dalem tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran
pembuangan air hujan yang dapat dihubungkan Pesal 51

dengan saluran kota atau dibuat sumur resapan. : T I 3
deng ) p Jarincan instalasi telepon maupun jarngan instalas

. T e o e 72 D ot listrik meneikuti ketentuan dan instanst yang terkait.

mandi. WC, dan tempat cuci, pembuangannya
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BAB 1V
[ZIN MENDIRIK AN BANGUNAN ,
Bagian Pertama
Izin Mendirikan dan Mengubah Bangunan
Paragraf |
Mekanisme dan Tata Cara Mengajukan

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 52

Sebelum mengajukan PIMB pemohon harus minta pe-
tunjuk kepada DPU tentang rencana mendirikan dap
atau mengubah bangunan yang-meliputi :

a. Jenis/ peruntukan bangunan ;

b. Luas lantai bangunan ;

¢.  Jumlah lantai / lapis di atas / dj bawah permukaan
tanah bangunan ;

d.  Garis sempadan yang ditentukan :

e.  Prosentasi luas bangunan terhadap luas kapling :

. Spesifikasi perwujudan bangunan (arsitektural) ;

S.  Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan penga-

wasan bangunan ;
h.  Hal-hal lain yang dipandang perlu.
Pasal 53

(1) PIMB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada
Kepala DPU oleh perseorangan atau badan / lem-

‘o)
)

baga dengan mengisi lembar isian vang disediakan
oleh DPU.

(2) Lembarisian PIMB tersebut avat (1) Pasal im akar'l
diatur lebth lanjut dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah.

Paragraf 2
Perencanaan Mendirikan / Mengubah dan / atau

Menambah Bangunan

Pasal 54
Perencanaan bangunan terdir atas :
a. Perencanaan arsitektur ;
b.  Perencanzan konstruksi ;
¢. Perencasnszn utinitas,
Pasal 55
(1) Rencanz bangunan lebih dari 1 (<afu; lanial dapat
diakulan oleh perorangan yang ahli.
(2) Perencana bangunan lebih dari.’_"(q{:ia) lan'tai afu
“bangunan yvang spesifik harus mla}m,:;‘vﬂ o]ep b?vdn
hukum vang telah mendapat kuoalifikas sosuin
‘ dengan bidang dan nilai bangunan.
(3) Perencana bertanggungjawab bahwa bangunan

. - . o hi persvaratan
yang direncanakan telah memenuhi p ‘q o

] i ra lang-undang
teknis  dan peraturan perundang-undang

Yios -
herlaku



]
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(4) Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak berlaku
bagi : ’

a.  Bangunan yang sifatnya sementara dengan
svarat bahwa luas dan tingginya tidak berten-
tangan dengan ketentuan DPU ;

b. Pekerjaan pemeliharaan / perbaikan bangunan,
aniara lain adalah sebagai berikut -

- memperbaiki  bangunan dengan tidak
mengubah konstruksi dan luas lantaj ba-
ngunan ;

- pekerjaan memplester, memperbaiki re-

tak bangunan dan memperbaiki ubin ba-
ngunan ;

- memperbaiki penutup atap tanpa meng-
ubzh konstruksinya :
= memperbaiki lobang cahaya / udara tidak
lebih dari 1 m?;
- membuat pemisah halaman tanpa kon-
struksi ;
- memperbaiki langit-langit tanpa meng-
ubah jaringan lain.
Pasal 56
(1) DPU mengadakan penelitian PIMB yang diajukan
mengenal  syarat-syarat  administras; menurut

peraturan yang berlaku pada saat PIMB tersebut
digjukan.

7 (2) DPU memberikan tanda terima PIMB apabila se-
. muz persyaratan telah lengkap.

: Sl UL T ralal
(5) Dalam jangka wakiu 2 sampai 6 han kenja setelah
. L [ T

permohonan diterima sebagaimana tersebut ayat

H I cn aoeh

(2) Pasal ini DPU menetapkan besamya retribusi

7
/

= - ‘o s 1. Lo laurano
yang wajib dibayar atan ditolak karena kurang

: 2 b walenTe
tidak memenuhi syarat teknik.

(3) Pasal i1 pemohon membayar r2:10
(5) Setelah melunasi retribust sebagzimana terse.bt.n

ayat {4) Pasal 1u pemohon mencapai surat 1zin
sementara untuk melaksanakan pembzagunan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikar / Mengubah dan/
atau Menambah Bangunan

Pasal 57
(1) Pemohon IMB wajib memberizahukan secara ter-
tulis kepada DPU tentang :
saat akan dimulainya pekerjaan mendinkan,
mengubah dan / atau menambah bangunan ter-
sebut dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jam
sebelum pekerjaan dimulai;

a.

b. saat akan dimulainva bagian-bagian pekenaan
mendirikan, mengubah dan / ztau menamban
] hal 1tu dipersyaratkan
bangunan sepanjang hal itu dxpf.rs,ara
dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jam |
c. tiap penyelesaian bagian pekerjaan me‘nGm—
kan, mengubah dan / ateu menambah Ibzx—
ngunan sepanjang hal itu dipersvaratkan dalam



()

(4)

(1)

IMB, sekurang-kurangnya 24 jam setelah
bagian pekerjaan itu selesai.
Pekerjaan mendinkan, mengubah dan / atau

menambah bangunan dalam IMB, baru dapat dimu-
lai dikerjakan setelah DPU menetapkan gans sem-

padan pagar, gans sempadan bangunan, serta ke- -

tinggian permukaan tanah pekarangan tempat ba-
ngunan yang bersangkutan akan didirikan, sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DMB.

Selambat-lambatnya 3 hari setelah diterima pem-
bentahuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, DPU ti-
dak melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut
pada ayat (2) Pasal ini, maka pemohon IMB dapat
memulai pekerjaannya.

Pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau
menambah bangunan hzrus dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan dalam DMB.

Pasal 58
Selama pekerjaan mendinkan, mengubah dan /
atau menambah bangunzn dilaksanakan, pemohon
IMB dapat diwajibkan menutup lokasi tempat
mendirtkan bangunan dengan pagar pengaman
yang mengelilingi dengan pintu yang rapat.
Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu
atau terkena rencana pembangunan, maka pelak-
sanaan pemindahan / pengamanan harus dikerjakan
oleh pihak yang berwenang atas biaya pemulik
IMB.

Paragraf 4

Pelaksana Pembangunan

a -
e
- »

Yoo

Pasal <9

oleh pelaksana persecrangan vang ahh.

Pelaksana pekerjaan mendinkan, mengubah dan / aizu
menambah bangunan dengan luas lebth dam 300 m~
atau bertingkat lebth dan dua lantai atau bangunan
spesifik harus dilaksanakan cleh pelaksana badan hu-
kum yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan vang

berlaku.

Paragraf 5

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 60

(i) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilaku-
kan oleh pengawas yang sudah mendapat izin.

(2) Selama pekerjaan mendinkan, mengubah dan /

atan menambah bangunan dilakukkan, pemohon

. IMB diwajibkan agar salinan gambar DMB beserta

lampirannya ditempatkan di lokasi pekerjaan untuk
kepentingan pemernksaan oleh petugas.

(3) Petugas DPU berwenang :

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan
pekerjaan mendinkan bangunan setiap saat
pada jam kerja ;

b. memeriksa apakah bahan bangunan yang
digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum
Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS ;



¢. memerintahkan menyingkirkan bahan ba- !
ngunan yang ditolak setelah pemenksaan, -
demikian pula alat-alat yang diangap berba-
haya serta merugikan kesehatan / keselamaian
umum ;

d.  memerintahkan membongkar atau menghenti-

- kan segera pekerjaan mendirikan, mengudah

dan / atau menambah sebagian atau seluruhnya
untuk sementara waktu apabila :

- pelaksanaan pendifian bangunan 1m
menyimpang dari izin yang telah ditentu-
kan atau syarat-syarat yang telah ditetap-
kan;

- peringatan tertulis dari DPU tidak dipe-
nuhi dalam jangka waktu yang telah

- ditetapkan.

Pasal 61

(1) Pemilik IMB wajib memben‘tahukén kepada- DPU
saat telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan,
mengubah dan / atau menambah bangunan tersebut
dalam IMB selambat-lambatnya 7 hari~ setelah
pekerjaan mendirikan bangunan itu selesal.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 han setelah
diterimanya pemberitahuan tersebut pada ay.at (1)
Pasal ini, DPU harus melaksanakan pemerksaan

setempat.

(3) Bila pekerjaan mendirikan mengubah dan / atau
menambah bangunan menurut kenyataan telah se-

' Jesai dilaksanakan scluruhnya sesual dengan lMB,
DPU memben svarat keterangan tentang selesai-

S39 .

nya pekerjaan mendirikan bangunan pada perulik /
erima IMB. ’

Paragraf 6

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 62

(1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib me-
nyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi den-
gan :

a. benta acara pemeriksaan dari pengawas yang
telah diakreditasi (bagi bangunan yang diper-
syaratkan) ;

b. gambar selesai bangun ;
. ¢. rekaman bukti pembayaran retribusi.

(2) Berdasarkan laporan pemohon bahwa bangunan
sudah selesai dibangun, berita acara hasil pe-
meriksaan di lapangan oleh Tim telah dibuwi dan
menyerahkan bukti setor pembayaran retnbusi
maka Kepala DPU atas nama Bupati Kepala

= Daerah menerbitkan IMB.

(3) Jangka waktu penerbitan IMB dimaksud ayat (2)
Pasal ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 12
(dua belas) hani kerja sejak tanggal diterimanya
laporan dan berita acara hasil pemeriksaan Tim
dimaksud ayat (2) Pasal ini.

(4) Untuk bangunan dengan luas kurang dari 1.000 m’
jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selam-



)

(7)

—_
sag
_—
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laporan dan berita acara hasil pemenksaen Tim
dimaksud ayat (2) Pasal in1.

Uniuk bangunan dengan luas kurang dari 1.000 m*
jengka waktu penerbitan IMB ditetapkan selam-
bat-lambatnya 12 han kerja terhitung sejak pem-
bavaran retribusi IMB.

INMB sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal inj
sekaligus berlaku bagi Izin Penggunaan Bangunan.

Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB,
pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan
IMB baru sesuai penggunaannya kepada Kepala
DPUL

Permohonan INMB  baru sebagaimana d:maksud
pada ayat (6) Pasal ini tidak diperlukan untuk
bengunan sebagai berikut :

2. Bangunan penunjang vang sifatnva sementara |
b. Bangunan pengairan dan ingast ;

Banaunan pos keamanan dan sejenisnva vang
juasnya tdek lebih dan 10 m™;

g

Bangunan temporer.

(0

Tatz Cara pengajuan [MB baru sesual dengan
pepsgunaan seita pengawasaniya akan diatur lebih
lenjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 63

nenty
1

VB hamva berlaku bagl crang. atau badan yang

pemanya tercantum dalam INMB

il

S -

{5 IB\ila ka_rena suatu hal orang atau badan p(:;neri'na

b. 1B udak lagi menjadi pihak yang mendirikan

angunan dalgm INMB tersebut, IMB itu harus di-
mohonkan balik nama kepada Kepala DPU.

3} P IN i
(3) i'rmccj)honan balik nama IMB diajukan secara ter
tuli isl -
s dengan mengisi lembar isian yang disediakan

oleh DPU.

Bagian Kedua
Izin Merobohkan Bangunan
Paragraf 1
“Petunjuk Merobohkan Bangunan

Pasal 64

DPU dapat memerintahkan kepada pemilik untuk
merobohkan bangunan yang dinyatakan -

a. rapuh.
b.

tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota
serta ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 63

ISgebeIu_m» mengajukan permohonan Izin Merobohkan
angunan pemohon harus terlebih dahulu minta petun-

juk tentang rencana merobohka
n bar
DPU yang meliputi : angunan kepada

a. tujuan atau alasan merobohkan bancunan -

b. persyarat
persyaratan merobohkan bangunan ;

c. cara merobohkan baneunan -
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Paragraf 4

Pelaksanaan lzin Merobohkan Bangunan

Pasal 69
(1) Pekerjazn merobohkan bangunan baru dapat dimu-
lzi sekurang-kurangnya 7 hari setelah Izin
\Merobohkan Bangunan diterima.
(2) Pekenaan merobohkan bangunan' berdasarkan 1zin

Merobohkan Bangunan dilaksanakan menurut cara
dan rencana yang disahkan dalam Izin

\{erobohkan Bangunan.

Paragraf 5

Pengawasan Pelaksanaan Izin Merobohkan Bangunan

Pasal 70
(1) Celama pekerjaan merobohkan bangunan dilaku-
ken, pemilik IMB diwajibkan agar salinan IMB be-
seria laporannya ditempatkan di lokas pekerjaan
untuk kepentingan pemeriksaan petugas.

(2) Perugas berwenang :

memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan
nekerjaan merobohkan bangunan ;

a.

- b, memeriksa apakah perlengkapan mero

bangunan yang

svaratan vany disvahkan dalam iMB |

bohkan
digunakan atau bagian-bagian
hangunan yany dirobohkan sesual dengan per-

Yy,

c. melarang penggunaan perlenckapan dengan
cara vang digunakan “untuk  merobohkan
bangurTan yang berbahaya bzgi lingkungan dan
memenntahkan dengan cara-carav\,'an; aman
dan disyaratkan dalam IMB. -

. BAB YV
) RETRIBUSI
Bagian Pertama

Umum

Pasal 71

(1) Sebelum memulai pekerjaan, pemohon IMB  wajib
membayar retnbusi terlebih dahulu. '

(2) Besarnya retnibusi diberitahukan kepada pemohon
secara tertulis.

(3) .Pc?mbayaran retribusi IMB tersebut ayat (1) Pasal
ini dilakukan selambat-lambatnya 15 han setelah
surat pemberitahuan ditenima oleh pemohon.

(4) Retjbusi IMB yang telah dibavarkan tidak dapat
diminta kembali. :

Bagian Kedua

Biaya Izin Mendirtkan / Mengubah Bangunan

Pasal 72

(1) Biaya Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan ter-
diri dari : -
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biaya formulir pendaftaran sebesar

Rp. 1.000,00 ;

biaya IMB ditetapkan sebesar 1% dan nila
bangunan, dan serendah-rendahnya sebesar
Rp. 10.000,00.

(2) Nila bangunan sebagaimana dimaksudkan pada

ayai (1) Pasal ini adalah hasil perkalian antara - -

koefisien kota / daerah, koefisien kelas jalan, koe-
fsien guna bangunan, koefisien kelas bangunan,
koefisien tingkat bangunan, koefisien luas ba-
ngunan, koefisien status bangunan, koefisien luas
ba-ngunan dan harga bangunan.

(3) Besarnva harga standar bangunan ditentukan den-

gan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(4) Penetapan koefisien-koefisien tersebut pada ayat
(2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Koefisien Kota / Daerah.

2. Koefisien Kelas Jalan.

No. HIRARKI KOTA /DAERAH KOEFISIEN
1. Bangunan di Kota Rangking 1 1.00

2, ! Bangunan di Kota Rangking 11 0.90

3. Bangunan di Kota Rangking I 0.80

4. Bancunan pada hawasan Khusus 0.80

S i Banyunan di Pedesaan - 0.50

m. ' KELAS JALAN ) KOEFISIEN
. | Bangunan di pinggir jalan protokol / 1.40
ulama kota
2. Bangunan di pinggir jalan arteri i 1.20
3. Bangunan di pinggir jalan kolekior 1.10
4. Bangunan di pinggir jalan  anar 1.00
lingkungan (lokal)
5. Bangunan di pinggir jalan ling- 0.80
kungan
6. Bangunan di pinggir jalan desa 0.60
L 7. | Bangunan tepi jalan setapak 0.30
3. Koefisiensi Guna Bangunan.
No. GUNA BANGUNAN | koEFIsEN
1: Bangunan perdagangan dan jasa l 1.40
| 2. | Bangunan pen'ndusln'z-m ? 1.20
3. Bangunan Perumahén E 1.00
4. Bangunan Kelembagaan l 0.80
5. Bangunan Umum l 0.60
6. Bangunan Pendidikan ! 0.60
7. Bangunan Khusus { 0.60
8. Bangunan campuran 1.5 x koefisien
bangunan " induk
9. Bangunan lain-lain ;' 0.30
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4 Koefisiensi Kelas Bangunan.

e

No. KELAS BANGUNAN
1. Permanen dengan dinding balu bata 1.30
dengan konstruksi beton. baja.
2 Permanen dengan dinding batu bata 0.73
biasa ]
9 Semi permnanen dengan dinding pa- 0.63
panvkolangan ]
1. Temporer dengan dinding papan / 0.40
bambu dll.
S. Koefisien Status Bangunan.
No. STATUS BANGUNAN KOEFISIEN
1. Bangunzan Pemerintah . 0.75
2. l Bangunan Swasta 100 ]
6. Koefisien Tingkat Bangunan.
|
No. | TINGKAT BANGUNAN DENGAN | KOEFISIEN
i JML LANTAI
I. | Bangunan I lantai 1.00
: (.90

| Banvunan 2 lantal
ple oL

i Bangunan 3 lantal ke atas

0.=0

7. Koefisiensi Luas Bangunan.

No. LUAS BANGUNAN KOEFISIEN

1. | Bangunzn dengan luas s.d. 100 M™ 0.80

2 Bangunan dengan luas lebih dan 1.00
100 s.d. 250 M~

3. Bangunan dengan luas lebih dan 1.25
230 s.d. 500

4. Bangunan dengan luas lebih dan 1,50

500 s.d. 1.000 M~

n

Bangurm:n dengan luas lebih dan
1.000 M~

(5) Biaya Izin Mendirikan Bangunan baru sesuai de-
ngan penggunaan sebagaimana dimaksud pasal 60
avat (6) Peraturan Daerzah ini, terdiri dan

v (6)

a.

biaya formulir pendaftaran Rp. 1.000,00 ;

b. biaya retribusi pengeunazn bangunan ditetap-

.an 0,5 % dari biaya IMB.

Balik nama atas IMB dikenakan retribusi sebesar
10 % dari besarnya retribusi IMB yang bersang-
kutan.

Bagian Ketiga

Biaya Izin Merobohkan Bangunan
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Pasal ‘73

Biaya izin merobohkan bangunan terdin dan :

a. biaya formulir dan pendaftaran Rp.1.000,00;

b. biaya advise merobohkan 1% dari mlai bangunan.
Pasal 74

Pendepzizn dari biaya 1zin sebagaimana dirfla’ks.ud Pasal
71 ayat (5), dan Pasal 72 Peraturan Daerah ini disetor ke
Kas Daerzh secara bruto.

BAB VI
SANKSI
Bagian Pertama

Mengosongkan dan Pembongkaran

Pasal 75

(1) Setiap bangunan yang didirikan atau diubah tidak
berdasarkan Izin Mendirikan / Mengubah bangun-
an. Kepala DPU dapat memerintahkan kepada
pemiliknya untuk membongkar bangunan t_e.rsebut
sebagian atau seluruhnya atas biaya pemilik ba-
ngunan.

(2) Bila selambat-lambatnya 14 hari sesudah perint_ah
pembongkaran tersebut pada ayat'(l) Pasal ni
disampaikan pemilik bangunan tldalf memarp_hl
perintah tersebut, Kepala DPU atas biaya pemilik
bangunan dapat mengosongkan dan membongkar
bangunan tersebut.

RO

Pasal 76

(1) Setiap penggunaan bangunan vang tidak sesuai
dengan ketentuan dalam IMB atau IPB, Kepala
DPU dapat memenntahkan untuk dikosongkan

(2) Bila selambat-lambatnya 14 han sesudah penntah
pengosongan tersebut ayat (1) Pasal ini disampai-
kan dan pemulik bangunan tidak melaksanakannya,
maka Kepala DPU atas biaya pemulik bangunan,
dapat mengosongkan bangunan tersebut.

Bagian Ketiga

Pencabutan

Pasal 77

Izin Mendirikan / Mengubah dan Merobohkan Ba-
ngunan dapat dicabut bila : :

a. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin
mendinkan / mengubah / merobohkan bangunan
terbukti tidak benar ;

b. Dalam waktu 6 bula-n setelah pembayaran dilaku-

kan pemilik 1zin Mendinkan / Mengubah /_
Merobohkan bangunan belum mulai pelaksanan
pekegaannya ; ’

c. Setelah pekerjaan mendirikan / mengubah bangun-

an dimulai, kemudian dihentikan berturut-turut
selama 6 bulan atau lebih tanpa penyelesaian ;

d. Pelaksanaan pekerj’aan mendirikan / mengubah /

merobohkan bangunan menyimpang dar rencana
yang disahkan dalam i1zin tersebut ;
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Ketentuzn dalam huruf b dan ¢ Pasal ini dapat
diperpanjang oleh Kepala DPU apabila alasan-
alasan vang menychabkan keteriambatan dimulai-
iya atau diselesarkannya pekerjaen dapat diterimia.

Pasal 78

Pencabutan izin mendirikan / mengubah / me-

robohkan bangunan ditetapkan oleh Kepala DPU. .

secara tertulis dan disampaikan kepada pemilik 1zin
denuan disertai alasan pencabutan.
Pemilik izin mendirikan / mengubah / merobohkan

bangunan diberi kesempatan untuk mengemukakan
:\f’"\cralm.,\a dan mohon pemnjauan kembali pe.

R 's; :n sciclzh disampaihannya percabutan
1zin tersedut.
Pasal 79

IPB dapat dicabut apabila:

a. Dalem De]aksanaan penggunaan bangunan ti-
dak sesuai ketentuan IPB yang telah disahkan
atau men_\al ahi ketentuan peraturan perundang
-undangan yang berlaku ;

b. Deizm tempo 6 bulan sejak dikeluarkannya
1PB bangunan belum digunakan.

Pencabutzn IPB ditetapkan oleh Kepala DPU se-

cara tertulis dan disampaikan kepada pemilik IPB

dengan disertai alasan pencabutan.

Pemilik IPB diberi kesempatan mengemukakan

keberatannya dan mohon peninjauan kembali pen-
czbutan IPB kepada Kepala DPU dalam waktu 14

(D

(1

U
)
'

. han setelah disampaikannya penczbutan IPB ter-

sebut.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 55 ayat
(1), (2) dan (4), 56 ayat (2), 57 ayat (2), 29 ayat
(1) dan (2), 60 ayat (1), (2),(3),(4) dan (6), 61 ayat
(2), 62, 64, 68, 70 ayat (1) dan (3) Peraturan
Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda scbesar-
besarnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). .

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal in1 adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 81

Selain Pejabat yang bertugas sebagai Penyidik
Umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimak-
sud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaku-
kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling-
kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan,
wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai
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dengan peraturan pemndang—undaﬁgan yang ber-
laku. '

Delem  melaksanakan tugas penyidikan, para
penvidik sebagzimana dimaksud avat (1) Pasal ini
benwenang :

2. Menerima laporan atau pengaduan dan se-

seorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal din tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;

e. Memanggil seseorang untuk didengar dan
diperiksa sebagal tersangka atau saksi ;

f. Mengambil sidik jan dan memotret se-

seorang

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan

dalem hubungannya dengan pemeriksaan

perkara ;

)

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat

perunjuk dari Penyidik Umum bahwa tdek
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjut-
nya melalui Penyidik Umum memberitahukan
hal tersebut kepada Penuntut Umum, ter-
sangka atau keluarganya ;

o L

fengadaken tindak lain menurut hukum yang
t dipertanggungjawabkan.

cepa

BAB IX

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal §2

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaks'anakan
oleh DPU ;

(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
ini dilaksanakan oleh DPU :

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kendal,
Bagian Hukum dan Begian Ketertiban Setwilda
Tingkat 11 Kendal.

(4) Untuk menunjang kegiatan operasional sebagai-
mana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal in
diberikan biaya operasional sebesar 10 % dari be-
sarnnya retnbusi yang disetor ke Kas Daerah.

BAB'X
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal &3

(1) Bangungn vang telah didinkan dan telah menda-
patkan INMB serta digunakan berdasarkan Pera-
turan Daerah vang berlaku sebelumnva. dianggap
telah miendapatkan IMB / 1PB menurut Peraturan
Daerah im
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(1)
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Bangunan yang telah didirikan dan belum memiliki
IMB zkan diatur dengan sistem pemutihan TMB /
[PB dengan pengenaan retribusi sebesar 1 % kali
nilai  bangunan setelah dikurangi penyusutan
karena usia bangunan tersebut.

Pasal 84

Bangunan yang pada szat berlakunya Peraturan
Dzerah ini, sedang diproses PIMB-nya berdasar-
kan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya,
tetap diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah

tersebut.

Pelaksanaan Ketentuan Peralihan inl, selahjutn}}a
diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTU?

Pasal 85
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
Lemudian oleh Bupati Kepala Daerah. =

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerinizhkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerzh Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kendal.

DEWAN PERWAKII_AN RARYAT DAERAH
FABUPATEN DAERAH TINGRAT 11

KENDAL

Ketua

Cap td

KOESNADI

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Oktober 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGRAT I
KENDAL

Cap ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, S. H.

Disahkan d
ahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

; ;Tengah tanggal 7 Februan 1996 Nomor: 188.3 /53 /1996

Diundangkan dalam Lembaran D
g Daerah Kabupaten D ingk
dal tanggal 5 Maret 1996 Nomor : 5 Tahun 1131992 sr;*ieral_g1 Izgg'kgt e

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT I KENDAL

Cap ttd.

Drs.A WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda
NIP. 300 033 727



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG
1ZIN MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM :

erupakan
Dengan semakin berkembangnya keadaan,-maka bangungnt?h Dierah
salah satu hal yang perlu mendapat perha.tlan dan Pemenn s
1 i segi aturannya, pengendalian fungsi atau ma
i i o dapat terjaga kese-
bangunan, agzr pemakal atau pengguna bangunan dapat tefag
lamatannya.

1 e o

Selain hal tersebut dengan berkembangmya teknboiiogmgi?atei:g;l
bangunan semakin bertambah besar sehingga a};{)a ;ﬁf ?epeﬁi o
tidak dikendehkan dapat memmbul}{an dampak neg ! O pnn
ngganggu lingkungan, kerapian dan tgta bangunaryw )oa?;lah o
bahkan dapat terjadi pelanggaran fungsi tata ruang yang
o lah satu hal yang
Mengingat bzhwa bangunan tersebuF merupakan Is)a a }i v perav_
sangat ;;erlu mendapat perhatian dap Pemermfah 13?:13 e
turan Daerzh Kabupzten Daerah Tingkat II Kenda ibo o e
1988 tentang Izin Mendinkan Banguna‘n, dengar} der Sphi:O;a
keadaan danv*.eknologi sudah tidak sesuai dengan— kea aﬁg;%a;u y;?u
uniuk pengeturan selanjutnya perl}l rr}endasazkan }:etentulag e
Instruksi Menten Dezlam Negen I.\«‘omor 32 Tahun 1"/ Undan;

elaksanaan Pemberizn Izin Mendinkan Bangunan (jafl ‘z1rin Bida;g
Undang Gengguen begi Perusahaan ¥ndustn da‘n I\exemu;m P.em;
Te‘:misVBanggnan vang berlaku. Atas jasa pengaturan terse

SRS

il

10

VI

nntah Daerah berhak uniuk memungut retnb

usi sebagai pendukung
Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya dengan maksud dan pertimbangan tersebut di atas. maka
Pemenntah Daerah bermaksud untuk mengganti Peraturan Daerah
vang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan
dengan menetapkan Peraturan Daerah baru yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat I Kendal tentang Izin Mendirikan dan
Merobohkan Bangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) Izin Sementara sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini adalah izin untuk
melaksanakan kegiatan membangun
sebelum diterbitkannya Izin Bangunan,
dengan maksud agar dalam mem-
bangun sesuai dengan rencana dar
pemohon .

ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3 - Cukup jelas. ,

Pasal 4 ayat (1) huruf a2 )
s/d d Cukup jelas.

huruf e Bangunan kelembagaan / perkantoran

sebagaimana dimaksud pada Pasal ini
adalah  bangunan kelembagaan /

perkantoran baik swasta maupun pe-
merintah.



huruf f

Pasal 4 ayat (2) &/d (8)
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
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Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan bangunan lain-
lain adalah sebagai berikut -

a.

Semua bangunan yang berfungsi

sebagal penunjang bangunan, Se--

perti : menara air, menara antene,

reklame, gapura, pagar, makam,
papan nama kantor dan sebagai-

nya,

b Semua bangunan yang berfungsi
sebagai fasilitas penunjang / umum
seperti : pos keamanar, toilet,
telepon umum, pos polist dan se-
bagainya ;

Bangunan perkerasan tanah se-
pertl : lantai jemur, perkerasan
halaman, tempat parkir dan seba-
gaimnya

d. Bangunan utilitas sepertl :

air, jaringan telepor, jaringan air-:-

bersih, jaringan listrik dan seba-
gainya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

saluran

e

.~ Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 15
Pasal 14
Pasal 15

Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19

Pasal 20

ayat (1) s/d (3)
ayat (4)

~“~ Pasal 21 .

Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27

Pasal 28

Cukup jclas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Ar.sitektur.bangunan tradisional seba-
gaimana dimaksud Pasal 15 avat (4)
Peraturan Daerah ini adalzh arsitektur

perpaduan bentuk bangunan joglo dan

limasan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukﬁpje!as_
Cukup jélas_
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.



Pasal 29

Pasal 50

Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
~Pasa] 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
‘Pasal 39

Pasal 40

C{Jkupjelas,

Yang dimaksud rumah tunggal pada -

Pasal ini adalah rumah yang hanya
berdin satu-saiu.

Yang dimaksud rumah kopel adalah

rumzh vang satu unt terdin dan dua

rumah berjajar.

Yang dimaksud rumah susun adalah

rumah yang bertingkat-tingkat.

Yang dimaksud rumah bedeng adalah
rumah dalam satu unit terdin dan be-
berapa rumah berjajar menyamping.

Yang dimaksud Kompleks Perumahan
adalah kompleks rumah-rumah yang
terdin dari macam-macam bentuk baik
rumah tunggal, kopel, susun maupun

bedeng.

Culmpjewlas
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44

Pasal 45

Ll Pasal 46

Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51

Pasal 52

" Pasal 53

Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56

i Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pa.sal 61

Pasal 62 ayat (1) s/d (3)
ayat (6)

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup j'elas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

_Tata cara dan pengawasan apabila ter-
Jadi perubahan penggunaan bangunan



G

1

sebag
a

D

aimana dimaksud pada Pasal 60
vat (6) Peraturan Daerah ini, tata cara
dan pengawasannya diatur sebagal
berikut :

a.  Tata cara pengajuan :

1.

s

I\MB dizgjukan secara tertub .
kepada Kepala DPU oleh or=+"
ang, badan / lembaga DPU
dengan mengisi Jembar isian
yang disediakan.

I embar isian IMB baru sesual
penggunaan tersebut angka 1
di atas, akan diatur lebih lan-
jut dengan Keputusan Bupati

_ Kepala Daerah.

DPU mengadakan penelitian
PMB baru sesual penggunaan
yang  diajukan mengenal
syarat-syarat administrast,
teknik dan lingkungan menu-

rut peraturan yang berlak..

pada saat IMB diajukan.

DPU memberikan tanda te-
fma IMB baru sesuai peng-
gunazn - apabila semua per-

- syaratan telah lengkap.

Dalam waktu 6 harl kerja

" cetelzh permohonan dikirim

cersebut dalam angka 4 di
atas, DPU menetapkan be-

Pasal 62 ayat (7) dan (8)
Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65
Pasal 66
Pasal 67

- 65 -

sarnya, retribusi vang wajib
dibayar.

6. Bgrdasarkan penetapan seba-
gaimana tersebut ‘angka 5 di

atas pemohon wajib mem-
bayar retribusi.

7. Dalam jangka waktu 12 han
setelah  retnbust  dilunasi
DPU menerbitkan keputusar;
IMB baru sesuai penggunaan.

b. Pengawasan :

1. Kepada pemilik IMB baru
sesual penggunaan, petugas
DPU dapat minta agar IMB
baru sesual penggunaan be-
serta lampirannya diperlihat-
kan.

2. Kepala DPU dapat memenn-
tahkan penghentian penggu-
naan bangunan apabila peng-
gunaannya tidak sesuai den-
gan IMB baru sesual dengan

penggunaan.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.



Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Pasal 76
Pasal 77
Pasal 78
“Pasal 79
Pasal 80
Pasal 81

Pasal 82 ayat (1) ¢/d (3)

Pasal 83
?asal 84
Pasal 85
Pasal 86

ayat (4)

- 66 -

SALINAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. N
Cukup jelas. el
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. | —
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup’jelas;.

Cukup jelas_

a bl erasional diberikan ] Py
Besarnya biaya Op B 3

secara seimbang dan sesuai tugas dan;z;

e TGengingat
ngsinya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Menimbang

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3733/1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG IZIN MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

a. Surat Bupau Kepala Daerah Tingkat Il Kendal tanggal :
30 Nopember 1995 nomor : 186.188.4/11649/95 penhal
permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 :

b.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

Nomor 6 Tazhun 1995 tentang lzin Mendinkan dan
Merobohkan Bangunan.

bahwa tdak ada kcberatan untuk mengesahkan Peraturan
Daerah Kabupaten / Kotamadya Dacrah Tingkat Il dimaksud.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1930 tentang Pemben-
tukan Propinsi Jawa Tengah :

[B]

Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun 1937 tentang
Peraturan Umum Retnibust Dacrah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1937 Nomor 57. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 ) -
Undang-undang Nomor > Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Dacrah ( Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahur: 1974 Nomor 38. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2037 )

)



- 6% - al

JAERAH : : MEMUTUSKAN : & P\epa]a Biro Hukum pada Sekruanat N ,]a\a}) * Dacrit Tined, oy ]
' J ‘ ' Jawa Tengah :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat I 7 Peruingal

Kendal Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Lzin Mendinkan dan
Merobahkan Bangunan.

- SESUAI DENGAN ASLINY A

DAERA. _ _ o o An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGK =T [
NG I ) : Ditctapkan di : Semarang <. o JAWA TENGAH
Pada Tanggal : 7 Februari 1996 Kepala Biro Hukum
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I Ymt.
JAWA TENGAH
an Negara Bidang 1 Cap ttd.
ahen Lem-
(Lembaran ‘ v
N td ADJI HAIFIEDZ. AMD.BcHk.
_ g Penata Tingkat I

_— 0 i : NIP 500 041 761
ulis “ No- Drs. HARTON Kabag Dckumentasi.
omor 10, SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

USKA™" 1. Menten Dalam Negen di Jakana ; : ~. DISALIN KEMBALI SESUAI DENGAN BUNYI SALI
T (A5, -'j-',_ )

S 2. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada De ‘ _ SEﬂKfIPLBL:TI?;\g;j;\TIﬁLE([U\\é |
i partemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar . AL ~ NDAL
” Peraturan Daerah ; |
H:’kSUdl g\:,t ! \ 3. Bupati Kepala Daerzh Tingkat I Kendal ttd.
ebesar 10 7o
dalam Surat 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tmakat
W Angearan | 1l Kendal ; SRI BUDININGSIH
m Angg : . _ NIP. 500 026 123
| Tingkat 11 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Sema- ’
rany

pada




